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ABSTRAK 

Perkara KWS dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 

menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana Legal 

Counsel dalam menjalankan fungsi profesionalnya. KWS didakwa melakukan 

tindak pidana penggelapan secara turut serta berdasarkan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Legal Counsel serta menganalisis 

pertanggungjawaban pidananya berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal, kemudian dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ratio decidendi Majelis 

Hakim dalam menyatakan KWS terbukti melakukan tindak pidana penggelapan 

secara turut serta didasarkan pada penilaian bahwa terdapat kerja sama yang 

disadari dan pelaksanaan bersama antara KWS dan pihak manajemen EEES dalam 

rangkaian perbuatan yang menyebabkan pendapatan PT EMA tetap berada dalam 

penguasaan EEES. Kedua, ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, 

pertanggungjawaban KWS didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana serta 

adanya kesalahan berupa kesengajaan. Namun, dalam dissenting opinion, Hakim 

Agung Sigid Triyono berpendapat bahwa perbuatan KWS merupakan pelaksanaan 

tugas profesional sebagai Legal Counsel dan belum memenuhi unsur turut serta 

melakukan penggelapan. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Legal Counsel, Penggelapan, Turut 

Serta, Ratio decidendi. 
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ABSTRACT 

The case of KWS in Supreme Court Decision Number 1370 K/Pid/2025 

raises an issue concerning the limits of criminal liability of a Legal Counsel in 

performing professional functions. KWS was charged with the crime of 

embezzlement committed jointly pursuant to Article 372 in conjunction with Article 

55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research 

aims to analyze the ratio decidendi of the Panel of Judges in imposing criminal 

liability on a Legal Counsel and to examine such criminal liability based on the 

theory of criminal responsibility. 

This research constitutes normative legal research using a statutory 

approach (statute approach) and a case approach (case approach). Legal materials 

were obtained through library research involving legislation, court decisions, 

books, and journals, and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative 

analysis. 

The results of the research indicate that first, the ratio decidendi of the Panel 

of Judges in finding KWS guilty of embezzlement committed jointly was based on 

the finding that there was conscious cooperation and joint execution between KWS 

and the EEES management in a series of acts that resulted in PT EMA's income 

remaining under the control of EEES. Second, based on the theory of criminal 

responsibility, KWS's criminal liability was established on the fulfillment of the 

elements of the criminal offense and the existence of fault in the form of intent. 

However, in his dissenting opinion, Supreme Court Justice Sigid Triyono was of the 

view that KWS's actions constituted the performance of his professional duties as a 

Legal Counsel and did not fulfill the elements of joint participation in 

embezzlement. 

Keywords: Criminal liability, Legal Counsel, Embezzlement, Joint Participation, 

Ratio decidendi. 
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MOTTO 

 

ن سَانِ  لَّي سَ  وَانَ   ِ سَعٰى   مَا اِلَّّ  لِلْ   

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” 

(QS. An-Najm [53]: 39) 

 

“Pada akhirnya, fase sulit yang pernah dilalui akan membuat perjalanan terasa 

lebih berkesan ketika melihat ke belakang dan menyadari bahwa sudah begitu 

banyak hal yang berhasil dilewati.” 

(-wnderweiss-) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.1 Ketentuan 

tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Prinsip 

negara hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, tetapi juga mencakup pengaturan dan penegakan hukum 

terhadap berbagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban serta 

kepentingan masyarakat. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan 

penting dalam menjaga ketertiban tersebut adalah hukum pidana. 

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang 

dilarang oleh peraturan hukum, dengan ancaman sanksi berupa pidana 

tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.2 Salah satu bentuk 

tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat 

adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian penggelapan menurut 

Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan 

oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 

 
2 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 59. 
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unsur melawan hukum.3 Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum 

akhirnya digelapkan oleh pelaku sebagai tindak pidana penggelapan. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Ketentuan ini mengatur perbuatan seseorang yang secara 

sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki barang milik orang 

lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal 372 

KUHP menyatakan bahwa: 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah.” 4 

 

Tindak pidana penggelapan dapat melibatkan beberapa orang yang 

mempunyai peran berbeda dalam rangkaian perbuatan pidana. Keterlibatan 

beberapa orang tersebut berkaitan dengan ajaran penyertaan (deelneming), 

khususnya turut serta melakukan (medeplegen). Pengaturan mengenai turut 

serta terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan: 

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan;” 5 

 
3 P. A. F Lamintang C Djisman Samosir, “Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan 

Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik” (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 

hlm, 109. 

 
4 Nusantara, H. U. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan 

Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan 

Hukum, (2021), hlm. 140. 

 

 
5 Hilipito, F. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan 

Tindak Pidana Menurut KUHP”. Lex Privatum, 4(5), . (2016), hlm. 131. 
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Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) menjadi sangat relevan 

dalam dinamika korporasi karena pelaksanaan kegiatan usaha senantiasa 

melibatkan berbagai pihak dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang 

beragam. Sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, Perseroan 

Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas,  yang memuat ketentuan mengenai pendirian, organ 

perseroan, hingga batas tanggung jawab hukumnya. 6 Salah satu pihak yang 

dapat menjalankan fungsi pendukung dalam kegiatan korporasi adalah 

profesional hukum internal, yang dikenal seperti Legal Counsel, Legal 

Officer, atau Staf Legal. 7  

Menurut Jimmy Joses Sembiring, posisi Legal Officer dalam 

Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran penting dalam memastikan seluruh 

kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Secara umum, Legal Counsel bertugas mengelola aspek hukum perusahaan, 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

(compliance), serta memberikan nasihat hukum (legal opinion) kepada 

manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis.8 Keterlibatan karyawan 

dalam pelaksanaan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan 

dimungkinkan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

 
 
6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
7 Saba, C. S., & Dungga, W. A. ”Kriminalisasi Terhadap Profesi Legal Perusahaan Yang 

Memberikan Nasihat Hukum”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), (2025), hlm. 328. 

 
8 Jimmy Joses Sembiring, S.H, M.Hum. Legal Officer. VisiMedia, 2009, hlm 1-2 
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2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kewenangan kepada 

Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan, termasuk staf 

hukum, guna melaksanakan perbuatan hukum tertentu atas nama 

Perseroan.9 Legal Counsel dapat berstatus sebagai advokat maupun 

profesional hukum internal yang tidak berstatus advokat, apabila seorang 

Legal Counsel merupakan advokat ia juga harus senantiasa menjaga kode 

etik serta profesionalisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak 

imunitas yang tertuang dalam Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa: 

“Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan 

pembelaan klien”. 

 

Sebuah perkara yang menimpa Kenny Wisha Sonda, selanjutnya 

disebut KWS seorang Legal Counsel atau staf bagian hukum pada Energy 

Equity Epic Sengkang Pty. Ltd. Selanjutnya disebut sebagai (EEES). 

Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama antara EEES dan mitranya 

PT Energi Maju Abadi selanjutnya disebut (PT EMA), terkait kegiatan 

minyak dan gas bumi di wilayah Sengkang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan 

perjanjian tersebut, PT EMA memiliki participating interest sebesar 49%, 

namun pendapatan yang menjadi haknya diduga tidak didistribusikan 

sehingga menimbulkan kerugian sekitar USD 31.468.649. Atas dugaan 

 
9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 103. 



 

5 

  
 

penggelapan secara turut serta, PT EMA kemudian melaporkan KWS dan 

pimpinan EEES kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2022.10  

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel., Majelis Hakim menyatakan KWS terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta 

melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 

(satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali 

apabila dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan 

tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta melalui Putusan Nomor 69/PID/2025/PT DKI. Pada tingkat kasasi, 

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1370 K/Pid/2025 memutuskan 

untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

I/Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa.11 

Putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas 

pertanggungjawaban pidana seorang Legal Counsel ketika pelaksanaan 

fungsi hukum dalam kegiatan korporasi dikaitkan dengan tindak pidana 

penggelapan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kedudukan 

 
10 Lintas Perkoro. Legal Counsel PT Energy Equity Epic PTY Ltd Dihukum 1 Bulan 

Penjara. Lintas Perkoro. (2025) Diambil pada 30 September 2025, dari 

https://lintasperkoro.com/baca-8833-legal-counsel-pt-energy-equity-epic- pty-ltd-dihukum-1-bulan-

penjara 

 
11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, hlm. 17. 

https://lintasperkoro.com/baca-8833-legal-counsel-pt-energy-equity-epic-pty-ltd-dihukum-1-bulan-penjara
https://lintasperkoro.com/baca-8833-legal-counsel-pt-energy-equity-epic-pty-ltd-dihukum-1-bulan-penjara
https://lintasperkoro.com/baca-8833-legal-counsel-pt-energy-equity-epic-pty-ltd-dihukum-1-bulan-penjara


 

6 

  
 

profesional Legal Counsel, tetapi juga dengan bagaimana bentuk 

keterlibatan dan kontribusi seseorang dalam rangkaian perbuatan pidana 

dapat dinilai berdasarkan ketentuan turut serta (medeplegen). Persoalan 

tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji bagaimana 

pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 

K/Pid/2025 menerapkan ketentuan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP terhadap perbuatan Legal Counsel. Penelitian ini juga diarahkan 

untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Legal Counsel berdasarkan 

teori pertanggungjawaban pidana, dengan memperhatikan kedudukan, 

kewenangan, serta perbuatan konkret yang dilakukan dalam rangkaian 

peristiwa pidana. Penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai apakah 

perbuatan seorang Legal Counsel dapat memenuhi kualifikasi turut serta 

(medeplegen) dalam tindak pidana penggelapan dan menimbulkan 

pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan penelitian 

dengan judul: 

"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

TURUT SERTA PENGGELAPAN LEGAL COUNSEL DALAM 

TINDAK PIDANA KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1370 K/Pid/2025)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ratio decidendi Majelis Hakim dalam memidana Legal 

Counsel atas tindak pidana turut serta penggelapan dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025? 

2. Bagaimana pemidanaan terhadap Legal Counsel atas tindakan turut 

serta penggelapan ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis dan menguraikan pertimbangan hukum (ratio 

decidendi) Majelis Hakim dalam memidana Legal Counsel atas 

tindak pidana turut serta penggelapan dana korporasi dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025. 

b. Menganalisis pertanggungjawaban pidana Legal Counsel dalam 

tindak pidana turut serta penggelapan ditinjau dari teori 

pertanggungjawaban pidana. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu 

hukum pidana dan profesi hukum, khususnya mengenai 

pertanggungjawaban pidana Legal Counsel dalam tindak pidana 

turut serta penggelapan dalam tindak pidana korporasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan bagi pembaca di masa mendatang dan bahan 

pembelajaran yang bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini bertujuan memberikan landasan teoritis dan konseptual 

guna menjawab permasalahan penelitian terkait pertanggungjawaban 

pidana Legal Counsel dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 

K/Pid/2025, melalui kajian terhadap literatur, penelitian terdahulu, dan teori 

hukum yang berkaitan dengan topik ini. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suharyanto (2025) dari 

Universitas Nasional berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat 

Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab dalam 

Konteks Kriminalisasi”.12 Skripsi ini membahas posisi dan tanggung jawab 

penasihat hukum internal (in-house counsel) dalam perusahaan serta 

 
12 Suharyanto. Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal Di Indonesia: 

Implikasi Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi. Diss. Universitas Nasional, 

2025. 
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kerentanannya terhadap kriminalisasi atas opini hukum yang diberikan 

dalam menjalankan tugas profesional. Melalui pendekatan yuridis normatif, 

penulis menegaskan bahwa belum adanya perlindungan hukum yang jelas 

bagi penasihat hukum internal membuat profesi ini rentan dijerat pidana 

meskipun bertindak atas dasar perintah dan fungsi hukum perusahaan. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya 

sama-sama menyoroti isu profesi Legal Counsel dalam korporasi. 

Perbedaannya, skripsi Suharyanto menitikberatkan pada perlindungan 

hukum dan kebutuhan regulasi khusus bagi penasihat hukum internal, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana 

Legal Counsel melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1370 K/Pid/2025. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Saba, C. S. dan Dungga, W. A. 

(2025) dalam Jurnal Iuris Studia berjudul “Kriminalisasi Terhadap Profesi 

Legal Perusahaan yang Memberikan Nasihat Hukum”.13 Jurnal ini 

membahas posisi dan tanggung jawab Legal Counsel dalam struktur 

Perseroan Terbatas (PT), yang berfungsi memastikan kepatuhan hukum 

(compliance) serta memberikan pendapat hukum (legal opinion). Penulis 

menyoroti fenomena kriminalisasi terhadap fungsi profesional Legal 

Counsel yang muncul akibat putusan pengadilan yang memidana penasihat 

hukum korporasi. 

 
13 Citra Sriwani Saba, Weny A. Dungga.  “Kriminalisasi Terhadap Profesi Legal Perusahaan 

Yang Memberikan Nasihat Hukum”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), . (2025). 
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Persamaan jurnal ini dengan penelitian Penulis terletak pada fokus 

kajian mengenai risiko pertanggungjawaban pidana yang dihadapi oleh 

Legal Counsel akibat pemberian pertimbangan hukum di lingkungan 

korporasi. Perbedaannya, penelitian Saba dan Dungga mengulas isu 

pemidanaan Legal Counsel secara umum dan konseptual dengan hanya 

menelaah kasus pada tingkat pertama (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 

534/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel), sedangkan penelitian Penulis berfokus secara 

spesifik pada analisis ratio decidendi Majelis Hakim dalam membuktikan 

kualifikasi delik turut serta melakukan penggelapan (medeplegen 

verduistering) berdasarkan Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

hingga tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025) 

Ketiga, dari tesis yang ditulis oleh Sandika Dello Primastia (2024) 

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Penggelapan pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomor: 

351/Pid.B/2021/PN Spt)”.14 Penelitian ini menelaah bagaimana hukum 

pidana positif mengatur korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak 

pidana, khususnya dalam konteks penggelapan yang dilakukan oleh 

karyawan terhadap aset perusahaan. Dalam kasus PT. Mitra Putra 

Profitamas, hakim menilai unsur kesengajaan dan melawan hukum 

terpenuhi, serta menyatakan bahwa korporasi turut bertanggung jawab 

 
14 Sandika Dello Primastia. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana 

Penggelapan Pada PT. Mitra Putra Profitamas (Studi Putusan Nomor: 351/Pid. B/2021/PN Spt). 

Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. 
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secara moral atas kelalaian dalam pengawasan karyawan.  

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus 

kajian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pendekatan 

studi kasus terhadap putusan pengadilan. Perbedaannya, penelitian Sandika 

Dello membahas pengurus aktif korporasi yang melakukan penggelapan 

untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, sedangkan penelitian 

penulis menyoroti Legal Counsel yang dipidana dalam tindak pidana 

penggelapan secara turut serta. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dohma P. N. Simanungkalit 

(2025) dalam Jurnal Humaniora 5 berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap 

Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan melalui Transaksi Fiktif Dana 

Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN 

Ptk)”.15 Jurnal ini membahas pertanggungjawaban pidana karyawan non-

direksi yang melakukan penggelapan dana perusahaan melalui transaksi 

fiktif.  

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yakni sama-sama 

mengkaji penerapan Pasal 372 KUHP terhadap pelaku dari lingkungan 

korporasi yang bukan direksi. Perbedaannya, kasus Simanungkalit 

melibatkan penguasaan fisik atas dana, sedangkan penelitian penulis 

 
15 Dohma P. N. Simanungkalit, Karli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Penggelapan Oleh Karyawan Melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus 

Putusan Nomor 21/Pid. B/2025/PN Ptk)." HUMANIORUM 3.3 (2025): 32-38. 
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menelaah Legal Counsel yang turut serta penggelapan dana korporasi. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rini Sukma Dewi (2020) berjudul 

“Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya 

Secara Perdata pada Perseroan Terbatas” (Fakultas Syariah dan Hukum, 

UIN Suska Riau).16 Penelitian ini menjelaskan fungsi dan tanggung jawab 

Legal Officer dalam struktur PT sebagai pendukung Direksi yang 

menangani pengawasan hukum internal dan penyusunan kontrak. Penulis 

menekankan bahwa Legal Officer tidak memiliki kewenangan pengambilan 

keputusan eksekutif, melainkan hanya memberikan nasihat hukum kepada 

direksi.  

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada 

pembahasan posisi dan fungsi Legal Counsel sebagai bagian dari struktur 

korporasi. Perbedaannya, skripsi ini menyoroti tanggung jawab perdata, 

sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pertanggungjawaban 

pidana Legal Counsel atas tindak pidana turut serta penggelapan dalam 

tindak pidana korporasi. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan 

konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum terkait 

pertanggungjawaban pidana Legal Counsel dalam konteks tindak pidana 

korporasi. Dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-

 
16 Rini Sukma Dewi. Tinjauan Yuridis Jabatan Legal Officer (Bagian Hukum) Dan 

Pertanggungjawabannya Secara Perdata Pada Perseroan Terbatas. Diss. Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. 



 

13 

  
 

teori yang akan digunakan antara lain: 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility Theory) 

Pertanggungjawaban pidana “criminal liability” atau 

“toerekenbaarheid” merupakan konsep untuk menentukan apakah 

seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang 

dilakukannya. Dalam hukum pidana positif, sistem ini berlandaskan 

asas kesalahan (culpabilitas) di samping asas legalitas (nullum delictum 

nulla poena sine lege), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat 

dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang dan 

dilakukan dengan kesalahan.  

Menurut Alf Ross yang dikutip oleh Roeslan Saleh, seseorang 

dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana apabila secara sah 

dapat dijatuhi pidana atas dasar aturan hukum yang berlaku. Menurut 

Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum dengan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang 

melanggarnya. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan (daad), 

sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang (dader) yang 

melakukannya.17  

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana 

tidak cukup hanya dilihat dari akibat perbuatan (actus reus) semata, 

melainkan harus dibuktikan adanya kehendak jahat atau niat batin 

 
17 Mahrus Ali. Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika, 2022, hlm. 97. 
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pelaku (mens rea).18 Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dua jenis 

subjek hukum pidana, yaitu individu (natuurlijke persoon) dan 

korporasi (rechtspersoon). Moeljatno menjelaskan bahwa agar 

seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terpenuhi 

unsur-unsur berikut:  

1. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum); 

2. Mampu bertanggung jawab (secara mental dan hukum); 

3. Memiliki kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan 

(culpa); 

4. Tidak adanya alasan pemaaf.19 

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum 

menjelaskan bahwa subjek hukum atau pengemban hukum meliputi 

manusia dan badan hukum. Sedangkan dalam Ensiklopedi Umum yang 

disusun oleh Abdul Gafar Pringgodigdo dan Hassan Shadily, dijelaskan 

bahwa subjek hukum adalah setiap pihak yang diakui oleh hukum untuk 

turut serta dalam pergaulan hukum, yang meliputi manusia pribadi 

maupun entitas hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan 

yayasan.20 

Berkaitan dengan badan hukum Sudikno Mertokusumo 

menyatakan bahwa manusia bukan satu-satunya subjek hukum, 

 
18 M. Ainul Syamsu, S.H., M.H. penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana. 

Prenada Media, 2018, hlm. 68. 

 
19 Moeljatno. Pertanggung Jawab Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 164. 

 
20 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta 1985, hlm. 15. 
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disamping orang dikenal juga subyek hukum yakni badan hukum.21 

Menurutnya, badan hukum merupakan organisasi atau kelompok orang 

yang memiliki tujuan tertentu dan oleh hukum diberikan kepribadian 

yuridis agar dapat bertindak dalam lalu lintas hukum layaknya manusia. 

Keberadaan badan hukum diakui karena dibutuhkan untuk menunjang 

kelancaran dan kepastian dalam kegiatan hukum di masyarakat.22 

Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh 

atau atas nama korporasi, memberikan manfaat bagi korporasi, atau 

terjadi karena kelalaian dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam hal ini, 

tindakan pengurus atau karyawan yang dilakukan untuk kepentingan 

korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, berdasarkan 

teori vicarious liability dan identification theory. 

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Legal Counsel 

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki 

kesalahan (schuld), bertindak dengan kesengajaan (opzet), serta 

melakukan perbuatan yang melampaui fungsi dan kewenangan 

profesionalnya.  

Korporasi sebagai subjek hukum juga dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk 

kepentingan atau atas nama korporasi sesuai dengan doktrin 

 
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty, Yogyakarta 1988., 

hlm. 53. 
22 Ibid., hlm.54. 
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pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam penelitian ini, teori 

pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai landasan untuk menilai 

apakah pemidanaan terhadap Legal Counsel dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 telah memenuhi syarat-syarat 

pertanggungjawaban pidana. Analisis tersebut diarahkan untuk menguji 

apakah terdakwa benar-benar memiliki kesalahan pribadi (personal 

culpability) serta memberikan kontribusi yang nyata dalam tindak 

pidana penggelapan sebagai pelaku turut serta (medepleger) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Teori Tanggungjawab Profesional 

Pertanggungjawaban dalam hukum merupakan konsekuensi yuridis atas 

perbuatan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Profesi 

berasal dari kata profess dan epangelia yang bermakna komitmen untuk 

melaksanakan tugas khusus secara berkelanjutan. Sebagai pekerjaan 

berbasis keahlian, profesi umumnya dilengkapi organisasi profesi, kode 

etik, serta mekanisme sertifikasi dan perizinan guna menjamin standar 

kompetensi dan tanggung jawab profesional. Menurut Franz Magnis-

Suseno menyatakan bahwa setiap profesi harus memiliki landasan etika 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan universal.23  

Sebagai profesi yang berlandaskan officium nobile, advokat 

memikul tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Kebebasan 

 
23 ADV. Dr. Maysarah. S.H., M.H, Hawwin Mayla. ETIKA DAN PROFESI HUKUM. 

Goresan Pena, 2025. Hlm. 111. 
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yang diberikan undang-undang selalu diimbangi dengan kewajiban etis 

dan professional.24 Legal Counsel pada umumnya merupakan advokat 

yang menjalankan fungsi hukum di dalam lingkungan korporasi (in-

house counsel). Kedudukan Legal Counsel sebagai advokat 

menempatkannya tidak hanya sebagai pekerja profesional, tetapi juga 

sebagai bagian dari profesi hukum yang tunduk pada Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik advokat, serta 

prinsip-prinsip penegakan hukum. 

Apabila advokat yang bertindak sebagai Legal Counsel 

menjalankan tugas profesional berdasarkan keahlian, dalam batas 

kewenangan jabatan, dan dengan itikad baik (Pasal 16 UU Advokat), 

maka tanggung jawab pidana tidak dapat serta-merta dibebankan 

kepadanya. Perbedaan penilaian hukum, kekeliruan profesional, atau 

hasil opini hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dipahami 

sebagai kesalahan profesional (professional judgment error) yang 

berada dalam ranah etik, administratif, atau perdata.  

Teori pertanggungjawaban profesional menjadi penting untuk 

menilai batas tanggung jawab pidana Legal Counsel dalam menjalankan 

fungsi profesinya sebagai penasihat hukum korporasi, khususnya ketika 

memberikan legal opinion, legal advice, maupun legal drafting kepada 

direksi atau organ perseroan. Teori ini digunakan untuk membedakan 

 
24 Supriadi, S. H. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, 

2023. Hlm. 88. 
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antara tindakan yang masih berada dalam ruang lingkup pelaksanaan 

profesi dengan tindakan yang telah melampaui fungsi profesional 

sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang turut serta 

melakukan tindak pidana (medeplegen). Teori pertanggungjawaban 

profesional menjadi alat analisis untuk menguji ratio decidendi hakim 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025, khususnya 

dalam menilai apakah keterlibatan Legal Counsel dalam perkara 

tersebut merupakan pelaksanaan tugas profesi yang memperoleh 

perlindungan hukum atau telah memenuhi unsur-unsur turut serta 

melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

3. Teori Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum (legal interpretation) melekat pada setiap 

penggunaan bahasa hukum, karena setiap rumusan norma mengandung 

makna yang harus dipahami. Istilah penafsiran hukum sering digunakan 

dalam arti yang lebih terbatas, yaitu sebagai proses memahami norma 

ketika terdapat keraguan mengenai maknanya dalam konteks tertentu. 

Penemuan hukum (rechtsvinding) memiliki hubungan yang erat dengan 

penafsiran hukum. Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan 

hakim untuk menemukan dan menetapkan hukum yang dapat diterapkan 

terhadap suatu perkara konkret, sedangkan penafsiran merupakan salah 

satu cara yang dapat digunakan dalam proses tersebut. 
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Kedudukan hakim dalam melakukan penafsiran hukum 

memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim 

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan 

tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memahami hukum tidak 

semata-mata berdasarkan bunyi tekstual suatu norma, tetapi juga dengan 

mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang berkaitan dengan 

perkara yang diperiksa. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan 

alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa 

dan mengadilinya.  

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan bahwa 

hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, ada 

enam metode yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis, 

historis, komparatif dan futuristis.25 Dalam melakukan penafsiran 

hukum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode 

tersebut dapat digunakan secara tersendiri maupun dikombinasikan 

sesuai dengan karakteristik norma dan permasalahan hukum yang 

 
25 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, I (Yogyaarta: 

PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 18 20. 
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dihadapi. Beberapa metode penafsiran yang relevan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran dengan 

memahami makna suatu ketentuan berdasarkan bahasa, susunan 

kata, dan istilah yang digunakan dalam rumusan peraturan 

perundang-undangan. Penafsiran ini menitikberatkan pada arti kata 

atau frasa sebagaimana dirumuskan dalam teks hukum. Dalam 

hukum pidana, penafsiran gramatikal memiliki kedudukan penting 

karena berkaitan dengan prinsip legalitas yang menghendaki agar 

seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang 

telah ditentukan oleh undang-undang. 

b. Penafsiran Sistematis 

Penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran dengan 

memahami suatu ketentuan hukum dalam hubungannya dengan 

ketentuan hukum lain yang masih berada dalam satu sistem hukum. 

Suatu norma tidak dipahami secara terpisah, melainkan ditempatkan 

dalam keseluruhan sistem peraturan yang berkaitan dengannya. 

Dengan metode ini, makna suatu ketentuan dapat diperoleh dengan 

memperhatikan hubungan antara norma yang satu dengan norma 

lainnya. 

c. Penafsiran Historis 
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Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan memperhatikan sejarah pembentukan suatu peraturan 

hukum maupun perkembangan ketentuan hukum yang 

bersangkutan. Melalui metode ini, penafsir dapat melihat latar 

belakang dan maksud yang berkaitan dengan pembentukan suatu 

norma. Penafsiran historis dapat digunakan apabila pemahaman 

terhadap suatu ketentuan memerlukan penelusuran terhadap latar 

belakang pembentukannya. 

d. Penafsiran Teleologis 

Penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran yang 

menitikberatkan pada tujuan atau fungsi yang hendak dicapai oleh 

suatu ketentuan hukum. Dalam metode ini, suatu norma dipahami 

dengan memperhatikan tujuan pembentukan dan penerapannya 

dalam kehidupan masyarakat. Penafsiran teleologis memungkinkan 

suatu ketentuan dipahami tidak semata-mata berdasarkan bunyi 

tekstualnya, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum yang hendak 

diwujudkan. 

e. Penafsiran Restriktif 

Penafsiran restriktif merupakan metode penafsiran dengan 

memberikan makna yang lebih terbatas terhadap suatu ketentuan 

hukum. Metode ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup suatu 

norma agar penerapannya tidak melampaui batas makna yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum. Dalam 
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hukum pidana, pendekatan restriktif memiliki relevansi karena 

penerapan norma pidana harus dilakukan secara hati-hati dan tidak 

boleh memperluas ruang lingkup pemidanaan secara sewenang-

wenang. 

f. Penafsiran Ekstensif 

Penafsiran ekstensif merupakan metode penafsiran dengan 

memperluas makna suatu ketentuan berdasarkan pengertian yang 

masih berada dalam batas makna norma tersebut. Perluasan tersebut 

tidak dimaksudkan untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk 

memberikan cakupan makna yang lebih luas terhadap ketentuan 

yang telah ada.  

Penafsiran hukum juga berkaitan dengan tiga nilai dasar yang 

menjadi orientasi dalam penerapan hukum, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1370 K/Pid/2025, teori penafsiran hukum digunakan untuk 

menelaah konstruksi hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam 

menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur tindak pidana 

turut serta melakukan penggelapan. Analisis tersebut mencakup cara 

hakim memahami unsur penyertaan, bentuk keterlibatan terdakwa, 

hubungan kesadaran antara para pihak, serta tindakan yang oleh hakim 

dipandang memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana.  
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F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah cara berpikir dan teknik ilmiah 

untuk melaksanakan suatu penelitian, sedangkan penelitian merupakan 

sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.26 Dalam 

konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk 

menemukan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan norma positif 

dan doktrin para ahli. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu 

pertanggungjawaban pidana dalam korporasi, khususnya terhadap Legal 

Counsel.  

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum 

yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah 

 
26 Susiani, Dina. Metodologi Penelitian Hukum. Sukoharjo : Penerbit Tahta Media, 2024. 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 mengenai 

pemidanaan terhadap Legal Counsel KWS, serta putusan terkait lainnya 

di tingkat pertama (No. 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL) dan banding (No. 

69/Pid/2025/PT DKI). 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis normatif (normative legal research) penelitian hukum normatif 

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, 

dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubunganya dengan 

masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti adalah penelitian 

yuridis-normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena masalah 

yang diteliti tersebut berhubungan erat dengan law in books yang 

menelusuri buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan norma norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis 

objek kajian, serta menganalisisnya dengan teori hukum dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Melalui sifat ini, penulis berupaya 

memberikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai kedudukan 

Legal Counsel dalam tindak pidana korporasi, sekaligus menganalisis 
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kebijakan hukum pidana terhadap profesi hukum di lingkungan 

korporasi yang masih rawan dikriminalisasi. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari data 

sekunder, yang terdiri atas: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan secara 

langsung dari sumber pertama, yaitu bahan hukum yang mencakup 

norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan Putusan 

hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 

terdiri dari : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; 

5. Putusan perkara nomor 534/Pid.B/2024/PN JKT.SEL; 

6. Putusan perkara nomor 69/PID/2025/PT DKI; 

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang didapat oleh 

penulis melalui publikasi mengenai hukum yang dituangkan pada 
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sumber-sumber resmi seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum 

yang memiliki relevansi terhadap pembahasan pada penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan penunjang yang memberikan pemahaman 

tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring. 

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan 

(library research), dengan pengumpulan data dari jurnal, skripsi, tesis, 

artikel, buku dan perundang-undangan yang didapat melalui 

perpustakaan konvensional maupun perpustakaan online yang memiliki 

relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data untuk 

menggambarkan pemecahan masalah menggunakan uraian kalimat 

guna mendapatkan kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan atau rencana dalam 

proses penulisan skripsi dengan memberikan informasi urutan urutan bab 

yang terdiri dari: 

BAB I, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II, berisi landasan teori mengenai tindak pidana penggelapan, 

penyertaan, pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana 

korporasi, dan Legal Counsel. 

BAB III, berisi kasus posisi dan gambaran umum terhadap putusan 

pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025. 

BAB IV, berisi analisis ratio decidendi hakim dalam tindak pidana 

penggelapan secara turut serta oleh Legal Counsel serta analisis 

pertanggungjawaban pidana Legal Counsel berdasarkan teori 

pertanggungjawaban pidana. 

BAB V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah dan saran bagi penegak hukum, praktisi, 

serta akademisi mengenai pertanggungjawaban pidana dan batasan profesi 

Legal Counsel di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban 

Pidana Turut Serta Penggelapan Legal Counsel dalam Tindak Pidana Korporasi 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025)", dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Majelis Hakim memidana Terdakwa Kenny Wisha Sonda atas delik turut 

serta melakukan penggelapan (Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) 

melalui penafsiran ekstensif, dengan mengkualifikasikan e-mail analisis 

hukum tanggal 10 Agustus 2022 serta perancangan draf surat administratif 

sebagai wujud kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama dengan 

manajemen EEES. Menurut penulis, Penegakan hukum dalam perkara ini 

belum secara optimal mengimplementasi pertanggungjawaban pidana 

korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016), padahal 

dana Participating Interest PT EMA sebesar USD 31.468.649 seluruhnya 

digunakan demi keuntungan perusahaan EEES dalam membayar utang bank 

dan membiayai operasional  perseroan.    

2. Pemidanaan terhadap Legal Counsel ditinjau dari teori pertanggungjawaban 

pidana (criminal liability) dapat dibenarkan apabila terbukti adanya 

kesalahan (mens rea) dan kontribusi nyata (actus reus) dalam terwujudnya 

tindak pidana, berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan asas geen 

straf zonder schuld. Pemidanaan dibebankan secara pribadi (personal 
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liability) karena Terdakwa bertindak melampaui kewenangan profesinya. 

Hak imunitas advokat (Pasal 16 UU Advokat) gugur karena Terdakwa 

bertindak dengan niat jahat (mens rea) dan memberikan kontribusi nyata 

(actus reus) dalam mengarahkan operasional penahanan dana serta 

memfasilitasi pencairan dana (fund request) ke bank kreditur untuk 

pengeluaran di luar perjanjian. Pemidanaan ini memenuhi tiga syarat 

indikator kumulatif, yaitu adanya kesengajaan (mens rea), kontribusi nyata 

(actus reus), dan perbuatan yang bersifat melampaui kewenangan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Penegak Hukum 

Pemidanaan terhadap Legal Counsel sebaiknya dilakukan apabila terdapat 

bukti yang jelas mengenai adanya kesengajaan (mens rea), peran nyata 

dalam tindak pidana, serta tindakan yang melampaui kewenangan 

profesinya. Pendekatan ini penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap 

profesi hukum yang menjalankan tugas secara profesional dan beritikad 

baik. 

2. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan 

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun pengaturan 

yang lebih tegas mengenai kedudukan, kewenangan, serta batas 

pertanggungjawaban pidana Legal Counsel dalam struktur korporasi. 

 Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai 

kapan seorang Legal Counsel dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
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dan kapan tanggung jawab tersebut menjadi beban korporasi atau pengurus 

yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian melalui 

pendekatan empiris dengan melibatkan hakim, jaksa, advokat, maupun 

Legal Counsel sebagai narasumber, serta melakukan studi perbandingan 

dengan negara lain guna memperoleh konsep pertanggungjawaban pidana 

Legal Counsel yang lebih komprehensif dan dapat menjadi bahan 

pembaruan hukum di Indonesia. 
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